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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di kota surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan
kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap
anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan
ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat melalui
kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang
menjadi kewenangan daerah dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan sehingga
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 27 Tahun 2007 ;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun
2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 54 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota
Surakarta No. 1 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota
Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Juni 2025.



